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Abstract

The Constitutional Court plays a crucial role in upholding constitutional supremacy and enforcing
the principles of the rule of law in Indonesia through its judicial review authority. As the guardian of
the constitution, the Court ensures that regulations enacted by the legislative and executive branches
remain aligned with the 1945 Constitution while protecting the fundamental rights of citizens. This
study employs a qualitative approach with a literature review method to analyze the roles, authorities,
and challenges faced by the Constitutional Court. The findings indicate that although the Court's
decisions are final, binding, and applicable erga omnes, their effective implementation still faces
serious obstacles. Major challenges include a lack of harmonization between Court rulings and
existing legislation, weak commitment from legislative and executive bodies to follow up on decisions,
and complexity in field execution. In conclusion, a stronger mechanism for decision implementation is
required to guarantee legal certainty and create a more just, democratic, and constitutionally
compliant state system.
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I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi secara luas diakui sebagai lembaga yang menjalankan sistem pengujian
konstitusional terpusat karena memiliki yurisdiksi eksklusif dalam menangani berbagai persoalan
yang berkaitan dengan konstitusi, termasuk penyelesaian sengketa antara lembaga negara serta
penafsiran ketentuan konstitusional. Hal ini menjadikannya sebagai aktor kunci dalam memastikan
bahwa seluruh aktivitas pemerintahan dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif
tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Di negara-negara yang menganut tradisi hukum
Eropa Kontinental, penerapan sistem peradilan konstitusional mengikuti prinsip serupa, meskipun
pendekatannya menunjukkan nuansa yang berbeda. Salah satu perbedaan utama adalah pendirian
pengadilan konstitusional yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem peradilan umum, dengan
kewenangan yang dirancang secara spesifik untuk menangani persoalan konstitusi (Rato et al., 2023).

Model ini menciptakan struktur peradilan yang lebih kompleks, di mana pengadilan
konstitusional berfungsi secara eksklusif sebagai pengawal dan penafsir utama konstitusi, sementara
pengadilan umum tetap berfokus pada penyelesaian perkara pidana, perdata, dan administratif.
Keberadaan pengadilan konstitusional yang independen tersebut tidak hanya mencerminkan
kepentingan strategis dalam menegakkan supremasi konstitusi, tetapi juga memperkuat fondasi
demokrasi dengan menciptakan mekanisme checks and balances yang efektif. Pengadilan
konstitusional memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah dominasi satu cabang
kekuasaan atas yang lain, menegakkan hak-hak fundamental warga negara, dan memastikan bahwa
prinsip-prinsip demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi ini menjadi semakin krusial
mengingat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat muncul di dalam sistem pemerintahan yang
tidak diawasi dengan baik.

Tanpa keberadaan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menguji konstitusionalitas suatu
kebijakan atau undang-undang, ada kemungkinan besar bahwa ketidakseimbangan kekuasaan akan
terjadi, yang pada akhirnya dapat merusak prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi.
Pengadilan konstitusional tidak hanya bertugas melakukan pengujian norma hukum terhadap
konstitusi, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung terakhir bagi hak-hak individu yang tercantum
dalam konstitusi. Melalui putusan-putusan yang dihasilkan, pengadilan konstitusional mampu
memberikan arah bagi perkembangan hukum dan demokrasi, sekaligus memperkuat posisi konstitusi
sebagai hukum tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah yang
sedang berkuasa (Setiawan et al., 2021).

Peran ini menjadikan pengadilan konstitusional sebagai penopang utama tatanan hukum dan
demokrasi di suatu negara. Keberhasilannya dalam melaksanakan tugas tersebut bergantung pada
independensi, integritas, serta kemampuan hakim konstitusi untuk mempertahankan netralitas dan
memprioritaskan kepentingan konstitusional di atas kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Dengan demikian, keberadaan dan fungsi pengadilan konstitusional menjadi elemen fundamental bagi
kelangsungan demokrasi yang sehat. Demokrasi tidak akan dapat berfungsi secara optimal tanpa
adanya mekanisme yang menjamin bahwa setiap kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan tidak
bertentangan dengan konstitusi. Mekanisme ini menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan
kekuasaan oleh pemerintah dan perlindungan hak-hak warga negara.

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan prinsip hukum, telah mengalami berbagai
perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraannya, terutama dalam ranah politik sebagai bagian
dari upaya reformasi yang berkelanjutan. Transformasi ini mencerminkan komitmen negara dalam
memperkuat demokrasi, menegakkan supremasi hukum, serta menciptakan tata kelola pemerintahan
yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Reformasi sistem
ketatanegaraan yang telah dilakukan mencakup perubahan struktur kelembagaan, perumusan kembali
hubungan antara cabang-cabang kekuasaan, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses politik
dan pengambilan keputusan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip
kedaulatan rakyat benar-benar diwujudkan dalam praktik bernegara, di mana setiap kebijakan yang
diambil harus selaras dengan aspirasi masyarakat dan ketentuan konstitusi yang berlaku (Safitri et al.,
2024).

Perubahan dalam sistem politik juga mencerminkan peran negara yang semakin kuat dalam
melindungi hak-hak warga negara serta menjamin setiap individu dapat menjalankan hak-hak
konstitusionalnya tanpa adanya hambatan yang bersifat diskriminatif atau represif. Perlindungan
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terhadap hak-hak ini meliputi berbagai aspek, mulai dari kebebasan berpendapat, kebebasan
berkumpul, hak untuk memperoleh pendidikan, akses terhadap keadilan, hingga jaminan perlindungan
hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi yang
menitikberatkan pada penghapusan praktik otoritarianisme, peningkatan supremasi hukum, serta
pembentukan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif. Reformasi dalam sistem
politik juga memperkuat posisi lembaga-lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam
menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh
pemerintah tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan (Pratama et al.,2022).
Keberadaan institusi seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga
pengawas lainnya menjadi wujud konkret dari upaya negara dalam menjamin transparansi dan
akuntabilitas dalam proses politik. Potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu dapat
diminimalisir, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih stabil dan berorientasi pada
kepentingan rakyat. Implementasi reformasi ini juga tidak terlepas dari tantangan yang harus
dihadapi, baik dari sisi politik, sosial, maupun hukum. Dinamika politik yang terus berkembang
menuntut adanya fleksibilitas dalam perumusan kebijakan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip
fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam
kehidupan politik menandakan bahwa kesadaran akan hak-hak konstitusional telah berkembang
secara signifikan, sehingga negara memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan
bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata (Fauziah et al., 2023).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai teknik
pengumpulan data utama. Dalam penelitian ini, berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku,
jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen resmi, dikaji secara mendalam untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dibahas. Analisis dilakukan secara deskriptif
dan analitis, di mana data yang diperoleh dari berbagai referensi diinterpretasikan secara sistematis
guna mengidentifikasi pola, hubungan, serta pemaknaan yang mendukung argumen penelitian.
Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang dikaji secara objektif
berdasarkan literatur yang tersedia, sementara analisis dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi
makna yang lebih dalam serta menyusun sintesis temuan guna membangun argumentasi yang lebih
kuat. Hasil penelitian ini tidak hanya bertumpu pada paparan fakta yang ditemukan dalam sumber
literatur, tetapi juga menghadirkan interpretasi kritis terhadap isu yang dikaji, sehingga dapat
memberikan wawasan yang lebih luas dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi Indonesia resmi dibentuk pada tahun 2001 sebagai bagian dari
reformasi ketatanegaraan yang bertujuan untuk memperkuat sistem hukum dan demokrasi di
Indonesia. Secara fungsional, lembaga ini mulai menjalankan perannya secara efektif sejak tahun
2003 dan sejak saat itu telah menjadi salah satu aktor utama dalam menjaga supremasi konstitusi serta
menegakkan prinsip-prinsip negara hukum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memberikan ruang
bagi penyelesaian berbagai persoalan konstitusional yang muncul dalam dinamika politik dan
pemerintahan, termasuk pengujian undang-undang terhadap konstitusi, penyelesaian sengketa
kewenangan antar lembaga negara, serta perselisihan hasil pemilu yang sering kali menjadi titik
krusial dalam stabilitas politik nasional (Saragih, 2024).

Sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara-perkara
konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan signifikan dalam memastikan bahwa setiap regulasi yang
diterapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang tertuang dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia semakin diperkuat melalui berbagai
putusan yang tidak hanya memiliki dampak hukum yang luas, tetapi juga berkontribusi dalam
membentuk kebijakan publik dan memperbaiki ketimpangan dalam regulasi yang berpotensi
merugikan hak-hak warga negara. Peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara
konstitusional menjadikannya sebagai salah satu lembaga yudisial yang paling berpengaruh di
Indonesia, terutama dalam konteks penguatan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Keputusan-keputusan yang dikeluarkan sering kali menjadi acuan dalam pembentukan undang-

Rassel, dkk Peran dan Tantangan, 94-100 96




Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. X, No. 1, Juni 2026
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

undang yang lebih selaras dengan prinsip demokrasi serta memperkuat sistem checks and balances
dalam pemerintahan (Anggreni, dkk, 2024).

Di kawasan Asia Tenggara, Mahkamah Konstitusi Indonesia juga menempati posisi yang
cukup menonjol sebagai salah satu lembaga peradilan konstitusional yang paling aktif dalam
menangani berbagai perkara. Dinamika politik di Indonesia yang cukup kompleks menyebabkan
lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan
pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi
tidak hanya menjadi garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum, tetapi juga berfungsi sebagai
penengah dalam berbagai konflik politik yang dapat mengancam stabilitas nasional. Keberadaannya
memberikan mekanisme hukum yang lebih jelas dalam menyelesaikan sengketa ketatanegaraan,
sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih stabil dan berorientasi pada prinsip negara
hukum.

Sebagai salah satu lembaga peradilan yang paling aktif di kawasan, Mahkamah Konstitusi
Indonesia terus mengalami perkembangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik dari segi
kewenangan maupun efektivitas pelaksanaan putusan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya supremasi konstitusi, jumlah perkara yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi juga semakin bertambah, mencerminkan peran krusial lembaga ini dalam kehidupan
demokrasi di Indonesia. Peranannya dalam menjaga konstitusi tidak hanya berimplikasi pada ranah
hukum dan politik, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat, terutama
dalam hal perlindungan hak-hak dasar dan keadilan konstitusional (Simanjuntak dan Arsyad, 2024).
Mahkamah Konstitusi sering kali dianggap oleh berbagai pakar sebagai lembaga yang memiliki
sistem judicial review yang sangat kuat, terutama dalam menangani perkara yang berkaitan dengan
hak-hak ekonomi dan sosial.

Keberadaannya sebagai pengawal konstitusi menjadikan Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan eksklusif untuk meninjau, menilai, dan memutuskan konstitusionalitas suatu peraturan
perundang-undangan yang diajukan untuk diuji. Kewenangan ini memberikan peran yang sangat
signifikan dalam menjaga agar setiap regulasi yang dibuat oleh legislatif maupun eksekutif tetap
berada dalam koridor konstitusi serta tidak merugikan hak-hak dasar masyarakat, terutama dalam
aspek ekonomi dan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan warga negara. Sebagai
lembaga yang memiliki kewenangan final dan mengikat, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi
sebagai penguji undang-undang terhadap konstitusi, tetapi juga menjadi benteng terakhir dalam
memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok masyarakat yang merasa hak-haknya
dilanggar oleh kebijakan atau regulasi yang diberlakukan (Christie et al.,2024).

Keputusan yang dihasilkan bersifat final and binding, yang berarti tidak dapat diajukan
banding atau kasasi di lembaga peradilan lain. Hal ini memberikan Mahkamah Konstitusi posisi yang
sangat strategis dalam sistem hukum nasional, sebab setiap putusan yang dikeluarkan akan menjadi
rujukan utama dalam menentukan apakah suatu aturan hukum dapat tetap diberlakukan atau harus
dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan prinsip konstitusional. Peran Mahkamah
Konstitusi dalam judicial review juga sangat berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan publik,
terutama yang berkaitan dengan hak-hak sosial ekonomi, seperti kebijakan ketenagakerjaan,
kesejahteraan sosial, hak atas pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, serta berbagai regulasi
yang berhubungan dengan kepentingan publik secara luas.

Setiap keputusan yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada perubahan peraturan yang
diuji, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden hukum yang menjadi acuan bagi pembentukan
kebijakan di masa mendatang. Dengan adanya pengawasan konstitusional terhadap kebijakan yang
berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab
besar untuk memastikan bahwa negara tetap memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak-hak
warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selain itu, kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam judicial review yang kuat juga memberikan keseimbangan dalam sistem
ketatanegaraan, terutama dalam membatasi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga
eksekutif dan legislatif. Proses legislasi yang kadang kala dipengaruhi oleh kepentingan politik
tertentu dapat menghasilkan regulasi yang berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial atau
bahkan merugikan kelompok masyarakat tertentu (Rohmah, 2024).

Dalam situasi seperti ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai filter terakhir yang dapat
membatalkan peraturan yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.
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Kemampuannya dalam melakukan pengawasan ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi
yang tidak hanya berfungsi dalam ranah hukum semata, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap
dinamika sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang memiliki
kekuatan judicial review yang luas juga semakin memperkuat sistem checks and balances dalam
pemerintahan, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat tetap selaras dengan semangat
demokrasi dan hak asasi manusia (Oktvia et al.,2024).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian konstitusionalitas Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki pengaruh
yang sangat besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Sebagai lembaga yang diberikan mandat
untuk memastikan setiap regulasi tidak bertentangan dengan konstitusi, keputusan yang dihasilkan
memiliki konsekuensi hukum yang luas dan berimplikasi langsung pada berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara. Ada tiga alasan utama yang menjadikan kewenangan ini begitu krusial
dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat
(binding) serta memiliki cakupan yang berlaku secara umum (erga omnes), yang berarti bahwa
keputusan tersebut harus dihormati, dipatuhi, dan diterapkan oleh semua pihak, bukan hanya mereka
yang mengajukan permohonan. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu undang-
undang atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka regulasi tersebut tidak
lagi memiliki kekuatan hukum yang dapat diberlakukan. Sifat finalitas ini membedakan Mahkamah
Konstitusi dari lembaga peradilan lainnya karena tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat
dilakukan terhadap putusan yang telah ditetapkan. Tidak seperti sistem peradilan konvensional yang
memungkinkan banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali, keputusan Mahkamah Konstitusi
memiliki verbindende kracht, yaitu kekuatan mengikat yang langsung berlaku begitu diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum (Christia et al.,2024).

Kedua, Undang-Undang merupakan salah satu produk hukum utama yang menjadi dasar
dalam mengatur kehidupan masyarakat, sistem pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga
negara. Setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada undang-undang,
sehingga ketika Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian dan menyatakan bahwa suatu aturan
tidak sesuai dengan konstitusi, dampaknya dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam sistem hukum
nasional. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa semua
regulasi yang diterapkan oleh pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusional, serta tidak
bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar
1945. Oleh karena itu, fungsi Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebatas menilai keabsahan suatu
regulasi, tetapi juga menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat dari potensi ketidakadilan akibat
kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip konstitusi (Christia et al.,2024).

Ketiga, ketentuan yang terdapat dalam suatu Undang-Undang akan dielaborasi lebih lanjut
dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah, peraturan
presiden, dan peraturan daerah. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang
terhadap konstitusi tidak hanya berpengaruh pada regulasi yang diuji, tetapi juga berdampak pada
keseluruhan sistem hukum yang berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jika suatu
undang-undang dinyatakan tidak konstitusional, maka seluruh aturan turunan yang didasarkan pada
undang-undang tersebut juga akan kehilangan landasan hukum, yang berimplikasi pada perlunya
perubahan atau pencabutan terhadap regulasi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan
Mahkamah Konstitusi memiliki efek yang jauh lebih luas dibandingkan dengan putusan yang
dikeluarkan oleh lembaga peradilan lainnya, karena dampaknya tidak hanya berlaku pada satu pihak,
tetapi juga mempengaruhi struktur hukum secara keseluruhan (Christia et al.,2024).

Implikasi dari kewenangan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi memegang
peran sentral dalam menjaga harmoni antara regulasi yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan
prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi. Tanpa adanya mekanisme judicial review yang kuat,
terdapat kemungkinan bahwa regulasi yang dibuat oleh lembaga legislatif dapat bertentangan dengan
hak-hak dasar masyarakat atau prinsip demokrasi yang menjadi landasan negara. Oleh sebab itu,
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus konstitusionalitas undang-undang menjadi bagian
integral dalam sistem hukum nasional, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tetap
berada dalam jalur yang benar sesuai dengan konstitusi. Peran ini bukan hanya untuk menjaga
keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum yang

Rassel, dkk Peran dan Tantangan, 94-100 98




Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. X, No. 1, Juni 2026
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

jelas bagi seluruh elemen masyarakat agar hak-hak mereka tetap terlindungi dan dijamin oleh negara.

Meskipun secara teori putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta
memiliki cakupan erga omnes, dalam praktiknya pelaksanaan keputusan tersebut masih menghadapi
berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya
menjadi landasan utama dalam membentuk sistem hukum yang lebih konstitusional dan berkeadilan
sering kali tidak sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menjadi
penyebab utama dari ketidakefektifan tersebut, salah satunya adalah kurangnya harmonisasi antara
putusan Mahkamah Konstitusi dengan regulasi yang ada dalam sistem perundang-undangan. Situasi
ini menyebabkan beberapa putusan yang telah dikeluarkan tidak dapat diakomodasi dengan baik
dalam praktik pemerintahan maupun sistem hukum nasional, yang pada akhirnya mengurangi daya
guna serta otoritas hukum dari keputusan yang seharusnya bersifat mengikat tersebut.

Salah satu bentuk ketidakefektifan ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah
Konstitusi yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena
bertentangan dengan aturan yang lebih rendah maupun karena tidak segera diikuti dengan
penyesuaian regulasi oleh pembentuk undang-undang. Dalam beberapa kasus, putusan yang
membatalkan suatu ketentuan undang-undang malah berujung pada pemberlakuan kembali peraturan
sebelumnya, yang sebenarnya sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penerapan putusan Mahkamah Konstitusi
masih memiliki kelemahan struktural yang perlu segera diperbaiki agar dapat memberikan dampak
yang nyata terhadap sistem hukum nasional. Selain itu, terdapat pula putusan yang tidak segera
direspons oleh lembaga legislatif atau eksekutif dengan pembuatan regulasi baru yang menggantikan
aturan yang telah dibatalkan (Hakim, 2019).

Meskipun secara teori putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta
memiliki cakupan erga omnes, dalam praktiknya pelaksanaan keputusan tersebut masih menghadapi
berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya
menjadi landasan utama dalam membentuk sistem hukum yang lebih konstitusional dan berkeadilan
sering kali tidak sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menjadi
penyebab utama dari ketidakefektifan tersebut, salah satunya adalah kurangnya harmonisasi antara
putusan Mahkamah Konstitusi dengan regulasi yang ada dalam sistem perundang-undangan. Situasi
ini menyebabkan beberapa putusan yang telah dikeluarkan tidak dapat diakomodasi dengan baik
dalam praktik pemerintahan maupun sistem hukum nasional, yang pada akhirnya mengurangi daya
guna serta otoritas hukum dari keputusan yang seharusnya bersifat mengikat tersebut. Salah satu
bentuk ketidakefektifan ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak
sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena bertentangan dengan aturan
yang lebih rendah maupun karena tidak segera diikuti dengan penyesuaian regulasi oleh pembentuk
undang-undang (Fattah and Mustaufy, 2024).

IV. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi
konstitusi dan memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif
tetap berada dalam koridor konstitusional. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan judicial
review, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penguji konstitusionalitas undang-
undang tetapi juga sebagai benteng terakhir dalam perlindungan hak-hak dasar warga negara.
Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat serta berlaku secara erga omnes, sehingga
seharusnya diimplementasikan secara konsekuen oleh seluruh pemangku kepentingan. Namun, dalam
praktiknya, berbagai kendala masih menghambat efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah
Konstitusi, seperti kurangnya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan, lemahnya respons
dari lembaga legislatif dan eksekutif, serta kompleksitas dalam eksekusi di lapangan. Untuk
mengatasi tantangan tersebut, diperlukan mekanisme yang lebih kuat dalam memastikan bahwa setiap
putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijalankan secara optimal guna menjaga keseimbangan dalam
sistem ketatanegaraan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Reformasi dalam
aspek implementasi putusan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi
tidak hanya berfungsi secara normatif tetapi juga memiliki dampak nyata dalam menciptakan sistem
hukum yang lebih adil, demokratis, dan konstitusional.
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